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ABSTRAK :

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 6
Tahun 2019, proses Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota
dilakukan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen PAW Anggota DPR,
DPD, dan DPRD (SIMPAW); bahwa untuk menjaga kelancaran proses dan menjamin
fasilitas penggunaan sistem informasi manajemen dalam proses Penggantian
Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng, perlu ditunjuk/diangkat
Operator Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu atau Operator
SIMPAW di lingkup KPU Kabupaten Bantaeng; bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang
Penunjukan/Pengangkatan Operator Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu
(Operator SIMPAW) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang
Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
Kabupaten, Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197); Peraturan Presiden
Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi,
dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017
tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian
Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun
2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan
Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan
Penetapan Hasil Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5
Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan
Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum; Peraturan Komisi



CATATAN :

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19/PL.01.7-Kpt/7303/KPU-Kab/V/2009
tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng
Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-
Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1315/PL.01.8-
Kpt/06/KPU/VIII/2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28/PL.01.9-
Kpt/7303/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng
Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Nomor
29/PL.01.9-Kpt/7303/KPU-Kab/VIl/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng dalam Pemilihan Umum Tahun
2019.

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Nomor 14 Tahun 2022 diatur tentang :

Penunjukan/Pengangkatan Operator Sistem Informasi Manajemen Penggantian
Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pada
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng; Tugas Pokok, Fungsi, wewenang dan
Tanggung Jawab Operator dalam mengelola dan mengoperasikan Aplikasi SIMPAW;
Masa Kerja dan/atau masa melaksanakan tugas.

- Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Bantaeng ini berlaku sejak Tanggal 1
April 2022.

- Produk Hukum yang akan atau dapat diatur lebih lanjut:-

- Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Bantaeng ini diperbarui dengan
Keputusan serupa yang terbit Tahun 2022, yaitu 10/HK.03.02-Kpt/7303/Sek-
Kab/1/2020.



